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LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI

DALAM RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2009-2010
KE PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 9 – 12 MARET 2010

I. PENDAHULUAN

A. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 107/PIMP/II/2009-2010, tanggal 18 Februari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan yakni fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan serta untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi Provinsi Jawa Barat saat ini yang memiliki relevansi dengan permasalahan Keamanan, Intelijen, Luar Negeri dan Informasi.

B. Mengacu Surat Keputusan tersebut di atas, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dari tanggal 9 sampai dengan 12 Maret 2010 yang terdiri dari 24 orang Anggota Komisi I DPR RI, didukung oleh 2 (dua) orang dari Sekretariat Komisi I DPR RI, 1 (satu) orang Staf Ahli serta diikuti oleh perwakilan pejabat dari Pemda Jawa Barat, Kemkominfo, Kemhan, PT Telkom Indonesia Tbk., PT Posindo Tbk., PT Pindad Tbk., PT Dirgantara Indonesia Tbk., PT Dahana Tbk. (daftar nama terlampir).
C. Adapun tema dalam kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Barat adalah “Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara Strategis (BUMNIS) dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (ALUTSISTA) TNI” dan jadwal disusun dengan koordinasi bersama Perwakilan Pemda Provinsi Jawa Barat di Jakarta dan pejabat dari instansi yang terkait (jadwal kegiatan kunjungan terlampir).
II. PEMDA JAWA BARAT
Provinsi Jawa Barat dengan ibukota Bandung merupakan wilayah perbatasan sekaligus penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bagian Barat Laut. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, 

Hindia" 
Samudra Hindia
 di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Secara geologis, Provinsi Jawa Barat memiliki struktur yang sangat kompleks dan termasuk dalam wilayah yang dikategorikan rawan bencana. Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah 
1. 
Ciremay" 
Gunung Ciremai
, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.
2. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu 42,194 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah Suku Sunda, yang bertutur menggunakan Bahasa Sunda. Di beberapa kota di pesisir utara, dituturkan bahasa Jawa. Di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta seperti sebagian Bekasi, sebagian Depok, dan Kabupaten Bogor bagian utara menggunakan tutur bahasa Indonesia.
3. Jawa Barat merupakan pusat kegiatan industri manufaktur dan strategis nasional terbesar di Indonesia serta lokasi instalasi vital nasional seperti pendidikan, litbang dan hankam. Sebanyak 65% industri manufaktur Indonesia berlokasi di wilayah Jawa Barat.  Sekitar 70% produk ekspor yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta merupakan produk manufaktur Jawa Barat. Namun secara statistik, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hanya 4,29%. Kondisi ini dikarenakan produk-produk ekspor yang berasal dari Jawa Barat melalui Pelabuhan Tanjung Priok dilabeli sebagai produk Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, kebutuhan Jawa Barat akan kepemilikan pelabuhan laut sangat besar.
4. Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi nasional terhadap PDB sebanyak 14,92%. Pada tahun 2008, Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai wilayah yang memberikan kontribusi PMA tingkat nasional (17,20%), menyumbang produksi beras nasional  (17,32% ) dan sebagai provinsi produsen komoditi ekspor nasional
5. Dalam scope regional Jawa – Bali, Provinsi Jawa Barat berkontribusi:

a. Sebagai lintasan utama arus regional barang dan penumpang Sumatera-Jawa-Bali; 
b. PMDN tertinggi di pulau Jawa-Bali; 
c. Penyedia listrik dengan kapasitas daya terpasang 4.654 MW, PLTA 1.941 MW, PLT Geotermal 1.061 MW, lainnya 1.652 MW. 
d. Luas kawasan hutan terbesar di Jawa-Bali sebesar (1,04 juta ha)
e. Memiliki 40 daerah aliran sungai (DAS);   
f. Merupakan tujuan wisata;
g. Penyedia debit air permukaan 66 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/tahun
6. Sebagai wilayah penyangga dan berbatasan dengan Ibukota negara, Daerah Khusus Ibukota, Provinsi Jawa Barat memberikan Kontribusi dalam hal :
a. Penyedia air baku untuk DKI 
b. Penyedia bahan pangan untuk DKI
c. Penyedia lahan dan infrastruktur pendukung aktivitas DKI 
7. Provinsi Jawa Barat telah berhasil melakukan berbagai capaian pembangunan dalam bidang sosial budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, infra struktur, hukum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peningkatan aparatur dan pembangunan pemerintahan desa, serta pengelolaan lingkungan hidup.
a. Sosial budaya:
1) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2008 sebesar SD/MI  Sebesar  108,22%; SMP/MTs sebesar 87,14% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 95,48% dan SMP/MTs sebesar 71,77%;
2) Untuk aspek kesehatan, masih adanya kasus penyakit menular, seperti  Demam Berdarah Dengue (DBD) tercatat 23.248 kasus pada tahun 2008, flu burung tercatat 35 kasus dan AIDS tercatat 2.593 kasus serta penderita HIV positif tercatat 1.829 penderita.
3) Aspek kesejahteraan sosial, dilihat dari  jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2007 mencapai 3.218.872 PMKS dan pada Tahun 2008 diprediksi akan meningkat 7,2%. Kondisi ini tidak sejalan dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang cenderung jalan ditempat untuk Tahun 2008 baru tercacat 12.592 PSM, 5.789 Karang Taruna, 1611 lembaga sosial. 
4) Aspek Kebudayaan, dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai budaya daerah 

5) Aspek agama, ditujukan oleh meningkatnya kualitas kehidupan beragama, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan adanya toleransi antar umat beragama 

b. Ekonomi:
1) Meningkatnya perkembangan perbangkan pada Tahun 2008, dimana Dana Pihak ketiga (DPK) sebesar 13%; penyaluran kredit 21% ; Loan to Deposite Ratio (LDR)  sebesar 66,7 dan menurunnya Ratio gross NPL sebesar 3,44%.
2) Meningkatnya kontribusi koperasi dan usaha mikro, kecil dan mennegah terhadap perekonomian regional, ditandai dengan meningkatnya unit usaha UMKM menjadi 7,9 Juta unit usaha.
3) Nilai tukar petani (NTP) bulan September 2008 sebesar 96,85 dan Indeks harga yang dibayar petani (IB) naik sebesar 117,47.
c. Ilmu pengetahuan dan teknologi: 

Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, publikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian baik milik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal
d. Infra Struktur:
1) Infrastruktur transportasi, dilihat dari tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang 2.199,18 km telah mencapai 80,84% (kondisi baik dan sedang); telah dilakukan pembangunan jalan lintas selatan Jabar  sehingga jalan tersebut telah tersambung.
2) Pada infrastruktur perhubungan udara, telah dilakukan persiapan pembangunan Bandara Internasional  Jawa Barat Kertajati, serta  pengembangan bandara lainnya seperti Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Nusawiru di Kabupaten Ciamis, namun belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, karena kondisi sarana dan prasarana tidak memadai untuk menampung kebutuhan penumpang dan kargo baik domestik maupun internasional. 
3) Infrastruktur perhubungan laut, kondisi Pelabuhan Cirebon baru difungsikan sebagai pelabuhan niaga, akibat dari kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas yang kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung.
4) Infrastruktur sumber daya air dan irigasi, sampai dengan tahun 2008 jaringan irigasi dalam kondisi baik telah mencapai 41,31.
5) Infrastruktur listrik dan energi, sampai tahun 2008, terjadi peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 64%.
e. Politik:
1) Tingkat pemilih pada Pemilu Gubernur 2008 sebesar 67,31%, dan rata-rata tingkat partisipasi pada Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten dan kota sebanyak 70%.
2) Capaian kinerja pembangunan Bidang Politik lainnya ditunjukkan melalui peningkatan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap DPRD, yang pada tahun  2007 sebesar 104 aspirasi dan Tahun 2008 sebanyak 130 aspirasi. 
f. Hukum

1) Pembangunan Bidang Hukum pada periode 2007-2008 dititikberatkan pada pembentukan kelembagaan dalam perlindungan HAM yang implementasinya melalui pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM tingkat Provinsi dan di 26 kabupaten/kota.
2) penyusunan produk hukum daerah, dimana telah diterbitkan 1645 buah produk hukum daerah  yang terdiri dari Peraturan Daerah sebanyak 35 buah, Peraturan Gubernur sebanyak 158 buah, Keputusan Gubernur sebanyak 1447 buah dan Instruksi Gubernur sebanyak 5 buah. Sedangkan jumlah  perda  inisiatif  DPRD  yang ditetapkan  sebanyak 2 buah.
g. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Meningkatnya upaya perlindungan masyarakat (linmas) dan penanganan tindak pidana kriminal. Pada Tahun 2008 telah tersedia anggota perlindungan masyarakat (Linmas) sebanyak 1.458.352  orang, sedangkan tindak pidana kriminal yang  menonjol  terdiri atas jenis pencurian kendaraan bermotor, pencurian, penipuan, narkotika, penganiayaan serta pemerasan.
h. Bidang Aparatur

1) Perubahan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat , dimana jumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) terdiri dari 1 Sekretariat Daerah dengan 12 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, 14 Badan, 1 Inspektorat, 3 Rumah Sakit, 1 Kantor dan 3 Lembaga lain, serta 102 UPTD/UPPD;
2) Perbaikan dalam pola pelayanan publik, dilakukan melalui pembentukan Pusat Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; dan 
3) Pemberdayaan potensi daerah telah dilakukan kerjasama antar daerah sebanyak 43 buah, kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 35 buah dan kerjasama dengan pihak luar negeri sebanyak 24 buah.
i. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Fokus pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan desa adalah terselenggaranya bantuan yang diarahkan ke desa yang meliputi Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, Bidang Perikanan, dan Bidang Lingkungan Hidup; pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan Pemantapan Program Raksa Desa.
j. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

1) Luas lahan kritis di luar kawasan lindung Tahun 2008 masih menunjukkan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan luas lahan kritis di dalam kawasan lindung. Rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui GRLK (gerakan rehabilitasi lahan kritis)  target  penanganan tahun 2008 adalah 119.309 ha dan terealisasi sekitar 141.541,72 ha;
2) Kondisi pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi,hal tersebut ditunjukan dengan kondisi dan kualitas lingkungan sungai, air dan udara menunjukan ambang batas kesehatan.
8. Secara umum pembangunan serta situasi dan kondisi keamanan Provinsi Jawa Barat cukup aman dan kondusif, namun ada beberapa permasalahan utama  yang harus mendapat perhatian pihak-pihak terkait, antara lain: 
a. Di bidang pendidikan: Terbatasnya tutor dan sarana prasarana mengajar; Rendahnya angka RLS (2008 : 7,9 Tahun); Terbatasnya daya tampung sekolah dan rendahnya kemampuan pembiayaan pendidikan; Kerusakan sarana dan prasarana pendidikan; Kebencanaan, umur dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan; Kualitas penyelenggaraan pendidikan SMP, SMA dan SMK; Belum terpenuhinya standar kualifikasi dan kompetensi guru.
b. Di bidang kesehatan: Masih terbatasnya akses masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan; Kondisi lingkungan yang kurang mendukung serta rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat; Rendahnya pengetahuan dan tingkat daya beli 

c. Di bidang bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup: Pengelolaan infrastruktur wilayah yang belum optimal dan degradasi lingkungan, serta terbatasnya pendanaan; Degradasi lingkungan dan eksploitasi lahan yang tidak terkendali; Implementasi RT/RW belum konsisten; Pengawasan, penegakan hukum dalam bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan belum optimal; Belum berkembangnya budaya masyarakat dan pelaku usaha dalam pelestarian lingkungan; Penanganan bencana alam, pencemaran dan kerusakan lingkungan cenderung dilakukan secara kuratif; Tingginya ketidakseimbangan antar ketersediaan dan kebutuhan konsumsi energi untuk industri dan rumah tangga; Struktur pemanfaatan energi primer masih berbasis kepada energi komersial; Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya energi migas, non migas dan listrik; Masih rendahnya rasio elektrifikasi; Rendahnya  kemampuan dan akses masyarkat terhadap infrastruktur energi
d. Di bidang ekonomi: Rendahnya pemanfaatan peluang usaha oleh pelaku ekonomi Jabar; Rendahnya produktivitas dan nilai tambah; Terbatasnya penyediaan pangan; Keterbatasan pembiayaan dan kemampuan berwirausaha pelaku KUMKM
9. Isu buruh merupakan isu yang paling dominan dan krusial di Jawa Barat mengingat wilayah ini merupakan sentra industri manufaktur padat karya terbesar di Indonesia. Dalam menghadapi berbagai isu, khususnya terkait buruh, pihak pemerintah daerah provinsi melakukan pendekatan-pendekatan personal untuk melakukan peredaman terhadap berbagai aksi yang dikhawatirkan akan melahirkan ancaman pada stabilitas sosial, ekonomi politik dan keamanan melalui dialog untuk mengkaji berbagai akar pemasalahan serta pemecahannya secara bersama.
III. BIDANG PERTAHANAN

A. KODAM III/SILIWANGI
1. Kodam III/Siliwangi merupakan salah satu komando kewilayahan daerah militer yang membawahi 2 provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten dengan tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Jawa Barat dan Banten. 
2. Kodam III/Siliwangi membawahi 4 (empat) jajaran Korem, yaitu: 

a. Korem 061/SK

b. Korem 062/TN
c. Korem 063/SGJ

d. Korem 064/MY,
Enam jajaran satuan tempur, yaitu:
a. Yonif 300/RBK
b. Yonif 301/PKS

c. Yonif 310/KK

d. Yonif 312/KH

e. Yonif 315/GRD
f. Yonif 320/BP,
Dan 7 (tujuh) satuan bantuan tempur, yaitu;

a. Yonzipur-3

b. Yonarmed-4/105/GS

c. Yonarmed-5/105

d. Yonarhanudri-3

e. Yonarhanudse-14

f. Yonkav-4/Tank

g. Kikavser-4/BS
3 Kodam III/Siliwangi memiliki lahan daerah latihan tempur di Batujajar seluas 812 ha, Cipatat seluas 159 ha dan Situ Lembang seluas 5 ha. Medan latihan di Situ Lembang merupakan hutan lindung milik Kementerian Kehutanan yang kondisinya sangat baik sebagai daerah latihan tempur melebihi daerah latihan militer yang berada di Panama atau Brazil.
4 Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas operasi militer selain perang, Kodam III/Siliwangi berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah provinsi dalam penanggulangan bencana maupun dalam tugas-tugas bakti sosial lainnya. Untuk  perbantuan kepada pemerintah daerah sebagai perbantuan dalam penanggulangan bencana, Kodam III/Siliwangi memiliki pasukan yang setiap saat dapat dikerahkan:
· Kodim
: 1 SST
· Korem 
: 1 SSK
· Satpur/Banpur
: 1 SSY
5. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kodam III/Siliwangi antara lain:
a. Alutsista

1) Tanggungjawab serta tugas pokok tinggi yang dimiliki Kodam III/Siliwangi tidak ditunjang oleh alutsista yang memadai dan tidak memenuhi standar minimum essential forces.
2) Jumlah kendaraan tempur (seperti tank dan meriam) yang ada sangat minim dan berusia tua peninggalan jaman Belanda, dibuat tahun 1958 – 1963, sehingga tidak lagi dapat dipergunakan.
3) Untuk persenjataan bagi satuan tempur (satpur) dan satuan perbantuan tempur (satbanpur) telah sesuai dengan standar kelayakan kriteria kebutuhan TNI dengan menggunakan senjata jenis SS-1 V1 dan FNC. Namun untuk Satkorwil dan Balakdam, kebutuhan persenjataannya sebagian besar masih belum terpenuhi.
4) Untuk amunisi persenjataan yang dimiliki Kodam III/Siliwangi, baik kaliber besar maupun kecil masih berada di bawah standar kebutuhan.
b. Sertifikasi lahan
1) Kodam III/Siliwangi memiliki aset tanah sejumlah 448 bidang dengan luas keseluruhannya mencapai 82.646.005 m2. Dari total luas tanah tersebut, belum seluruhnya tersertifikasi. Jumlah yang telah tersertifikasi adalah 332 bidang (74,10%) dan sisanya, 119 bidang (25,90%) belum tersertifikasi. Permasalahan yang terkait dengan lahan tersebut adalah minimnya anggaran untuk sertifikasi tanah. Lahan-lahan yang belum tersertifikasi sebagai hak milik TNI menimbulkan konflik antara TNI dengan warga setempat.
2) Pada Tahun Anggaran 2009, Kementerian Pertahanan memberikan dana 150 juta untuk sertifikasi. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan proses sertifikasi lahan 3 bidang seluas 1.559.810 m2. Pada tahun 2010, Kementerian Pertahanan tidak menganggarkan dana untuk sertifikasi tanah.
3) Dari tiga daerah latihan yang ada, hanya Batujajar saja seluas 812 ha yang telah tersertifikasi sebagai milik TNI. Lahan daerah latihan lainnya, Cipatat (159 ha), belum tersertifikasi. Sedangkan daerah latihan Situ Lembang merupakan lahan milik Perhutani yang diijinkan dipakai sebagai lahan bagi latihan militer. Keberadaan lingkungan di sekitar Situ Lembang saat ini aman dan terjaga baik dari upaya perusakan dan penjarahan. Namun demikian, wilayah penyangga di sekitar Situ Lembang mulai ditumbuhi oleh berbagai villa yang dapat mengganggu kegiatan latihan TNI, merusak lingkungan dan membahayakan keamanan warga setempat sehingga untuk mengamankan wilayah penyangga daerah latihan tersebut Kementerian Kehutanan bersama Pemda Jawa Barat perlu melakukan penataan ruang di wilayah sekitar Situ Lembang dengan lebih aktif.
c. Perumahan bagi Prajurit 

1) Jumlah seluruh personil Kodam III/Siliwangi mencapai 29.742 jiwa
2) Jumlah rumah negara Kodam III/Siliwangi: 11.695 unit (39,29%)
3) Rumah negara Gol. I (rumah dinas pejabat/dalam kesatrian): 6.381 unit
4) Rumah negara Gol. II
: 5.314 unit dengan rincian:
· Ditempati Personil Aktif
: 1.870 unit  (24,94%)
· Ditempati Purn/Warakawuri
: 2.917 unit (70,55%)
· Ditempati tidak berhak
:    527 unit (4,51%)
5) Kodam III/Siliwangi kekurangan Rumdis sejumlah 18.065 unit (60,71%)
6) Untuk menanggulangi persoalan perumahan bagi personil Kodam III/Siliwangi, direncanakan pembangunan Rusunawa atau Rusunami. Kodam III/Siliwangi memiliki lahan yang cukup untuk membangun 4 (empat) Rusunawa/Rusunami bagi personil Kodam III/Siliwangi. Sebagai langkah awal Kodam akan mengajukan kepada Pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 2 Rusunawa/Rusunami dari 4 yang telah direncanakan, sehingga dalam jangka pendek TNI akan menyelesaikan sebagian persoalan berkaitan dengan kekurangan perumahan bagi para prajurit di wilayah Kodam III/Siliwangi.
B. KODIKLAT TNI AD

1. Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD merupakan Komando Utama pembinaan yang berkedudukan langsung di bawah Kasad berlokasi di Bandung. Tugas Pokok Kodiklat menyelenggarakan Pembinaan Doktrin/sistem operasi matra darat, pendidikan dan latihan TNI AD. Kodiklat membawahi Puslatpur atau Pusat Latihan Tempur, Pusdik Kecabangan dan Pusat Simulasi Tempur. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kodiklat menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut : 
a. Pembinaan doktrin. Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan Doktrin/Sistem Operasi Matra Darat beserta petunjuk jabarannya, Organisasi Pembinaan TNI AD serta evaluasi sistem Operasi Matra Darat di daerah latihan dan operasi. 
b. Pembinaan Pendidikan. Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan sistem pendidikan TNI AD, menyelenggarakan pendidikan kecuali pendidikan yang diselenggarakan di Seskoad, Akmil, Secapa, Pusdikpasus, Rindam, Instek dan Akper serta melaksanakan LKT pendidikan pada Lemdik TNI AD di luar Kodiklat TNI AD 

c. Pembinaan Latihan. Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan sistem latihan TNI AD, menyelenggarakan latihan yang dibebankan pada Kodiklat TNI AD serta melaksanakan LKT latihan yang diselenggarakan oleh Kotama TNI AD. 

3. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan pelatihan TNI AD, Kodiklat TNI AD memiliki  peran penting dan strategis penyiapan kemampuan dan keterampilan prajurit TNI AD untuk  menghadapi perkembangan dan tantangan tugas masa kini dan yang akan datang. 
4. Kendala terbesar yang dihadapi oleh Kodiklat TNI AD adalah kurang memadainya anggaran yang diberikan baik untuk memenuhi sarana dan prasarana maupun pengembangan program pendidikan sehingga berdampak pada terganggunya aktifitas sistem pendidikan dan pelatihan yang ada, antara lain:
a. Fasilitas gedung dan sarana pendidikan yang sudah mendesak untuk diperbaharui dan ditambah sesuai dengan kebutuhan

b. Alat instruksi dan alat penolong instruksi atau Alins dan Alongins yang tidak memadai dan tidak mendukung bagi diselenggarakannya program e-learning. Pembangunan e-learning dinilai sudah sangat mendesak karena di samping dapat meningkatkan kualitas peserta didik secara cepat, di samping itu juga dapat menghemat anggaran pendidikan hingga Rp 50 milyar. Saat ini TNI telah memiliki CBT yang bertujuan sebagai penunjang program e-learning namun belum dapat difungsikan karena tidak adanya biaya pelaksanaan program e-learning tersebut
c. Minimnya anggaran untuk operasional pendidikan, produksi dan reproduksi, pelatihan teknis dan taktik di luar kompleks serta honorarium bagi pembina asuh atau guru militer.
C. YONZIPUR 3/YW
1. Batalyon Zeni Tempur 3 Yudha Wyogrha atau Yonzipur 3/YW merupakan satuan batalyon organik yang berada di bawah Kodam III/Siliwangi bermarkas di Dayeuh Kolot - Bandung yang merupakan wilayah rawan bencana banjir karena berbatasan langsung dengan Sungai Citarum.
2. Pada tanggal 18 Februari 2010 markas Yonzipur 3 terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi serta air Sungai Citarum yang meluap. Banjir tersebut menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas kemiliteran dan pemukiman prajurit Yonzipur sehingga taksiran kerugian materi mencapai lebih dari Rp 5 Milyar.
D. BUMNIS BIDANG PERTAHANAN

1. PT. PINDAD

a. PT. Pindad merupakan salah satu badan usaha milik negara industri manufaktur dan strategis yang bergerak di bidang pertahanan dalam pembuatan produk militer dan komersial di Indonesia. Kegiatan PT. PINDAD mencakup desain dan pengembangan, rekayasa, perakitan dan pabrikan serta perawatan
b. PT. Pindad mampu menghasilkan berbagai produksi persenjataan, kendaraan tempur maupun perlengkapan teknologi lainnya yang dahulu di buat di luar negeri dengan sesuai modifikasi sesuai kebutuhan user. Ruang lingkup produksi PT. Pindad meliputi: 

1) Senjata: 

· Pistol 

· Pistol isyarat

· Revolver

· Senapan Serbu SS-1

· Sabhara (POLRI)
· Senapan Serbu SS 2 + Pelontar Granat
· Sniper SPR-1
· Mortir
· Senapan Mesin
2) Kendaraan Tempur / Kendaraan Taktis

· Panser 4 x 4
· Rantis APR 2  
· Ranpur RPP  
· Panser Anoa 6 x 6  
3) Alutsista siap jual

· G-2 Kal. 9 mm
· Pistol Serbu
· PS-01 Kal 5,56 mm
· SPG-2 
· Pistol Mitraliur PM-2
· Munisi 12,7 mm BLAM
· Senjata dan Munisi Silent Mortir
· Sniper SPR-3 Kal. 7,62 mm 
· Teleskop 
· Sniper SPR-2 Kal. 12,7 mm 
· Bom Tajam BT-250 
· Munisi Karet 9 mm
· Munisi Karet 38 mm
c. Sebagai industri yang memproduksi alutsista untuk pemenuhan kebutuhan persenjataan TNI dan Polri, penjualan alutsista produk-produk PT. Pindad ke institusi TNI dan Polri tidak berimbang antara kapasitas produksi yang besar dengan penyerapan yang minim.
d. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Pindad adalah

1) Modal sendiri sangat terbatas, sementara pinjaman bank memerlukan biaya yang besar.

2) Belum tersedianya industri hulu untuk mendukung produk alutsista (propellant, High Explosive, dll.)
3) Komposisi SDM kurang optimal 
e. Harapan untuk terjadinya perbaikan bagi PT. Pindad adalah;

1) Pesanan dari Dephan/TNI/POLRI untuk produk yang bersifat rutin (misalnya: MKK dan Senjata Ringan) dapat dilakukan secara multi years, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara optimal (cukup waktu).

2) Untuk mengurangi kebutuhan modal kerja :
· Adanya Uang Muka dalam pengadaan alutsista.
· Pembayaran pengadaan alutsista dapat dilakukan bertahap sesuai kemajuan proyek atau termin pengiriman (pengiriman bertahap).
· Jaminan dalam pengadaan Alutsista dalam bentuk Surat Pernyataan Perusahaan.

3) Revisi Keppres No. 80/2003 yang memungkinkan pengadaan alutsista dengan penunjukan langsung kepada BUMNIS. 

4) Produk baru hasil pengembangan dapat secepatnya diserap oleh pasar (TNI dan POLRI)

5) Dapat disetujuinya proposal pengalihan Hutang kepada Pemerintah sebesar Rp 277,2 Milyar (SLA, RDI dan Ex BBD) menjadi Penanaman Modal Negara (PMN). 

6) Dalam rangka kemandirian industri pertahanan  pemerintah dapat mendanai :

· Pembangunan industri hulu (propellant, bahan peledak militer dll.).
· Pengembangan produk

2. PT. DIRGANTARA INDONESIA
a. PT DI adalah industri strategis yang langsung mendukung pertahanan negara di bidang aerospace atau pesawat yang bertujuan membangun pertahanan nasional melalui pengadaan Alutsista TNI yang dapat dipenuhi oleh Industri Dalam Negeri dan sebagai leading sector dalam mencapai kemandirian Alutsista TNI.
b. Dalam perkembangannya kemudian, PT DI juga memproduksi pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan (maintenance service) untuk mesin-mesin pesawat, menjadi sub-kontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, General Dynamic, Fokker dan lain sebagainya. 
c. Permasalahan yang dihadapi PT DI adalah; Sumber Daya Manusia; Keuangan dan Modal Kerja; Penguasaan dan Pengembangan Teknologi; Komitmen dan dukungan Pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam pendayagunaan Industri Pertahanan Dalam Negeri.
d. Terkait dengan berbagai kendala tersebut, PT DI mengharapkan adanya kondisi sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen dan regulasi untuk menyepakati  pembelian produk yang sekelas/setipe produk BUMNIP melalui Proses Penunjukan Langsung, bukan tender, sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 yang saat ini tengah direvisi; Perlakuan Administrasi Khusus untuk pengadaan melalui BUMNIP; Menggunakan regulasi sertifikasi dalam negeri (IMAA) bagi produk BUMNIP, bukan negara lain
2) Untuk produk, setiap tahun ada kesepakatan bersama mengenai price list produk standar BUMNIP, sehingga tidak diperlukan lagi perbandingan harga dalam setiap pembelian, dalam tahun berjalan.
3) Terkait kebijakan pengadaan, dilakukan dalam Jumlah yang memadai pada skala ekonomi dan perencanaan pengadaan jangka panjang, sehingga harga kompetitif, biaya perawatan lebih rendah dan lebih pasti alih/penguasaan teknologinya untuk  mandiri; mempersyaratkan Offset/Balance Trade untuk pengadaan produk pertahanan Luar Negeri dan menentukan nilai offset yang ekonomis (minimal 30%), untuk diserahkan kepada BUMNIP. 
4) Adanya evaluasi dan penetapan bersama secara rutin setiap tahun dalam rangka pengembangan produk jangka menengah dengan fokus, agar produk BUMNIP sesuai kebutuhan Dephan/TNI/POLRI dan dana Litbang dapat dioptimalkan. 
e. Harapan PT DI terkait dengan kondisi tersebut di atas adalah:
1) Adanya dukungan politik pemerintah dalam hal:
· Mengutamakan pengembangan, modifikasi maupun penyempurnaan alutsista yang diperlukan oleh negara dengan selalu melibatkan BUMNIS. 
· Bagi alutsista belum dapat diproduksi atau dikembangkan di dalam negeri, maka dapat mengimpor alutsista tersebut dengan syarat pemasok memberikan local content atau maintenance support kepada industri pertahanan dalam negeri. 
· Pemerintah diharapkan terus sebagai pembeli utama dan berkelanjutan terhadap produk alutsista dalam negeri. 
· Pemerintah juga diharapkan membantu secara aktif penjualan alutsista buatan Indonesia ke luar negeri dengan skema Government to Government (G to G). 
· Pemerintah memberikan kontrak pemeliharaan alutsista buatan dalam negeri maupun buatan asing kepada industri pertahanan dalam negeri.

2) Dukungan keuangan pemerintah terkait:

· pembiayaan terhadap pengembangan, modifikasi maupun penyempurnaan alutsista yang diperlukan oleh negara.

· pembiayaan PDN yang mencukupi untuk belanja alutsista dalam negeri dalam rangka untuk memenuhi produk Pesawat Terbang dan Helikopter.
· pemberian bantuan pembiayaan penjualan alutsista buatan dalam negeri kepada pembeli dari luar negeri dalam bentuk kredit ekspor dengan skema Government to Government (G to G). 
3) Dukungan regulasi dimana Pemerintah mengeluarkan peraturan balance trade/offset dengan produk dalam negeri (produk BUMNIP) untuk setiap pengadaan barang dari luar negeri yang dibiayai dari uang negara. 

3. PT. DAHANA

a. PT. Dahana BUMN industri strategis yang berkecimpung dibidang industri bahan peledak. Sejak 2002, Dahana melakukan reposisi usaha dengan menitikberatkan pada tiga lini usaha yaitu: pemboran dan peledakan, produksi bahan peledak serta layanan terkait lainnya. Lini usaha tersebut digolongkan pada Drilling dan Blasting; Explosives Manufacturing dan Jasa Terkait Lainnya (other related services)

b. Berbagai kendala yang dihadapi oleh PT. Dahana adalah sebagai berikut;

1) Liberalisasi sektor pertambangan dan liberalisasi sektor industri bahan peledak (Keppres 125/99) belum diikuti dengan penegakan kebijakan seperti kriteria badan usaha industri, hal ini menyebabkan banyak perusahaan mempunyai kecenderungan hanya menjadi “trader”.
2) Persaingan dalam bidang usaha handak semakin tinggi dengan beroperasinya pemain asing terbesar seperti Orica dan DNX (Australia) serta AEL, secara langsung di pertambangan melalui pemanfaatan “local license”.

3) Industri Handak Komersial sangat tergantung pada penguasaan Amonium Nitrat (AN), dimana Dahana sedang berusaha membangun pabrik AN di Kalimantan Timur.
Dengan pembangunan pabrik AN oleh Dahana, maka dapat pula dibangun pabrik atau fasilitas yang mendukung lainnya untuk pembuatan propellant seperti NG Plant untuk pembuatan Ball Powder dan NG Powder. Pabrik ini sangat berpotensi mampu untuk memenuhi oxidizing agent yang diperlukan oleh industri propellant nasional. Propellant merupakan bahan pendorong yang mendorong “anak munisi” (proyektil atau hulu ledak) menuju sasaran yang diinginkan.

4. PT. LEN INDUSTRI
a. PT LEN Industri merupakan industri BUMN yang bergerak di bidang elektronika industri dan prasarana. Selama ini, LEN telah mengembangkan bisnis dan produk-produk dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana. Produk unggulan LEN adalah: Renewable Energy, Railway Transportation, Defense Electronics, Navigation System dan Telecommunication.
b. Terkait dengan produk unggulan tersebut, LEN telah menunjukkan pengalaman dalam bidang : 
1) Broadcasting, selama lebih dari 30 tahun, dengan ratusan Pemancar TV dan Radio yang telah terpasang di berbagai wilayah di Indonesia.
2) Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang telah terentang baik di kota besar maupun daerah terpencil.

3) Sistem Persinyalan Kereta Api di berbagai jalur kereta api di Pulau Jawa.

4) Elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut, maupun udara.

5) Sistem Elektronika Daya untuk kereta api listrik.

6) Ribuan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya, yang telah digunakan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia bahkan di luar negeri. 

c. Keterlibatan LEN dalam pengadaan alutsista:

1) Melalui program Kredit Ekspor (KE): Pengadaan Alkom PPRC Mabes TNI, Pengadaan ALKOMWIL Mabes AD
2) Melalui program PDN dan APBN: Pembangunan Alins/Alongins TNI AU, Combat Management System untuk KRI Van Speijk, Alkom & Surveillance System
d. Terkait dengan pengembangan dan peningkatan organisasi perusahaan, beberapa hal yang menjadi harapan PT LEN Industri antara lain;

1) Implementasi/pelaksanaan seluruh peraturan perundangan yang menyangkut optimalisasi industri pertahanan Dalam Negeri

2) Prioritas penggunaan APBN dan PDN dalam melaksanakan proyek-proyek pengadaan alutsista dan produk pertahanan lainnya dengan pola multi years
3) Perlu komitmen local content (minimum 30%) untuk pengadaan alutsista yang didanai oleh Kredit Ekspor

4) Dukungan pendanaan dalam program pengembangan produk pertahanan dan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh industri pertahanan Dalam Negeri

IV. BIDANG INTELIJEN

POSWIL BIN
1. Poswil BIN Jawa Barat memiliki tugas utama membangun network dengan Lembaga-lembaga Pemerintah dan Swasta serta Masyarakat terkait, untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi data dan informasi sebagai masukan bagi Pimpinan BIN Pusat yang selanjutnya menjadi bahan acuan untuk pengambilan keputusan Presiden RI. 
2. Langkah-langkah intelijen yang telah dilaksanakan oleh Poswil BIN terhadap hal-hal tersebut di atas agar tercipta ipoleksosbudhankam dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI antara lain: 
a. Melakukan penyelidikan dan pengamanan sebagai usaha deteksi dini terhadap berbagai permasalahan di daerah yang berpotensi menjadi ATHG.
b. Pengawasan dan monitor terhadap lembaga maupun individu yang dinilai dapat melahirkan potensi ATHG

V. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. TVRI, RRI, KPID, ANTARA DAN BALAI MONITOR 
a. TVRI Stasiun Jawa Barat adalah bagian tak terpisahkan dari TVRI Nasional secara keseluruhan sebagai lembaga penyiaran publik. Jangkauan siarannya mencakup sekitar 40% dari luas wilayah Jawa Barat. Jumlah jam siaran lokal rata-rata 4 jam per hari dengan dukungan pegawai berjumlah 331 yang terdiri dari 264 orang PNS dan 67 Non PNS. Kebijakan penyelenggaraan siaran TVRI Stasiun Jawa Barat memuat kepentingan lokal Jawa Barat baik dari sisi budaya, informasi, maupun pendidikan. Isi siaran diarahkan untuk mendukung upaya mewujudkan visi Pemerintah Daerah Jawa Barat. Permasalahan yang dihadapi oleh TVRI Jawa Barat adalah;
1) Teknologi dan Peralatan yang digunakan saat ini jumlahnya amat terbatas dan tergolong tua serta minimnya dukungan anggaran untuk pemeliharaan perangkat yang ada.
2) Kualitas program acara belum maksimal terkait dengan anggaran yang tidak memadai
3) Masih mengandalkan pada APBN sebagai sumber dana terbesar (80%).  
4) Secara kuantitas, sumber daya manusia di TVRI Jawa Barat sangat besar tetapi tidak ditunjang oleh kualitas dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan. Sebagian besar pegawai TVRI Jawa Barat tergolong sebagai usia tidak produktif dimana 80%  berusia 40 tahun atau lebih
b. Sebagai stasiun radio milik pemerintah, RRI merupakan lembaga penyiaran publik. RRI Bandung merupakan bagian tak terpisahkan dari RRI pusat namun tetap independen, netral dan mandiri serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasarkan Tri Prasetya RRI. Berdasarkan survei Nielsen yang dilakukan pada tahun 2009, dari 52 stasiun radio yang ada di Bandung, RRI Bandung memperoleh rating 18. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala RRI dalam menjalankan tugasnya adalah: rendahnya kualitas dan kurangnya kreatifitas SDM; sebagian besar usia pegawainya termasuk dalam kategori tidak produktif (di atas 40 tahun), teknologi dan peralatan yang sudah tua dan masih bersifat manual serta anggaran yang minim dan memiliki ketergantungan terhadap APBN.
c. Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Jawa Barat terbentuk pada tahun 2004 untuk melaksanakan fungsi pengaturan penyiaran di Jawa Barat baik di bidang infrastruktur maupun materi penyiaran. Beberapa kendala yang dimiliki oleh KPID Jawa Barat adalah:
1) secara kelembagaan masih lemah dalam pemetaan dan penataan bisnis dan SDM dalam bidang penyiaran

2) secara infrastruktur penataan infrastruktur penyiaran di Jawa Barat belum seluruhnya terpenuhi terkait dengan keberadaan KPID yang relatif baru; belum tertibnya penggunaan frekuensi dan Sistem siaran jaringan belum dilakukan sepenuhnya (parsial) 
d. Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki dua biro LKBN Antara, yaitu  Antara Biro Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung dengan wilayah kerja 16 kabupaten/kota dan Antara Biro penyangga Jakarta dengan wilayah kerja 10 kabupaten/kota.  Beberapa permasalahan yang ada antara lain:
1) Pemerintah Daerah, Muspida, dan pemangku kepentingan di Jawa Barat belum memanfaatkan ANTARA sebagai “official media partner” dalam menyosialisasikan seluruh kebijakan dan program pembangunan. Tidak sedikit petinggi daerah yang tidak mengetahui apa itu ANTARA
2) Sebagai sesama BUMN, LKBN ANTARA belum dimanfaatkan sebagai “official media partner” oleh berbagai BUMN yang berkantor pusat di Bandung dan BUMD Jawa Barat.
3) Kantor Antara Jawa Barat merupakan gedung peninggalan Belanda, pinjaman dari Pemkot Bandung kondisinya kurang kondusif. Selain Antara, gedung tersebut juga  digunakan sebagai kantor oleh ormas AMS dan rumah makan.
4) Anggaran LKBN Antara berasal dari tidak ada kontribusi anggaran dari pemerintahan daerah yang dialokasikan untuk Antara sebagai satu-satunya kantor berita resmi negara. 

e. Balai Monitor sebagai lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan spektrum frekuensi radio dan informasi yang akurat dan memberikan perlindungan kepada pengguna frekuensi yang legal dan semua pihak yang terkait. Spektrum frekuensi radio merupakan aset nasional yang amat vital dan strategis yang bernilai tinggi bagi negara sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadapnya melalui Balai Monitor agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Balai Monitor antara lain untuk melaksanakan pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio, pengukuran/ pengujian, deteksi lokasi sumber pancaran; pelayanan/pengaduan masyarakat; penertiban dan penyidikan; pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi perangkat. Beberapa permasalahan yang dihadapi Balai Monitor Jawa Barat adalah: 

1) Peralatan monitor yang ada masih bersifat parsial, belum terintegrasi satu sama lain.

Sangat diharapkan  untuk dibangun sistem monitor yang terintegrasi yang di-remote dari kantor Balai Monitor, misal untuk wilayah Jawa Barat  perlu dibangun di daerah-daerah padat pengguna seperti Bogor dsk., Karawang dsk., Cirebon dsk., Tasikmalaya dsk., Sukabumi dsk. sehingga dapat dimonitor secara langsung kepadatan traffic-nya.
2) Penertiban lembaga penyiaran belum dapat berjalan secara maksimal (kecuali yang menimbulkan gangguan) karena kelambatan proses perizinan IPP yang berakibat pada bervariasinya status pemohon seperti: pemegang RK, IPP-KPI, ISR-kedaluarsa. 
Harapannya selesaikan permohonan yang masuk, umumkan hasilnya kepada masyarakat dalam bentuk peluang usaha di bidang penyiaran di masing-masing kota/kabupaten.

3) Belum terciptanya kesepahaman bahwa telekomunikasi adalah bagian dari infrastruktur seperti halnya jalan, listrik, dan air sehingga masih banyak daerah yang menetapkan ketentuan pendirian menara telekomunikasi dengan persyaratan yang sangat ketat atau bahkan belum mengatur.

Harapannya dapat dikoordinasikan lebih jauh sehingga keberadaan menara telekomunikasi dapat dianggap sebagai bagian dari upaya operator melayani konsumen termasuk pemerintah.

2. PT. TELKOM DAN PT POS INDONESIA
a. Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh negara dan publik. Total saham yang dimiliki PT Telkom adalah 20,159,999,280 lembar saham. 52.47% dari total saham dimiliki oleh negara dan sisanya oleh publik. Dengan kontribusi kepada pemerintah per tahunnya sangat besar. Saat ini Telkom tidak hanya bergerak dalam bidang telekomunikasi saja (Fixed Wireline, Fixed Wireless, Cellular, Broadband Access, Satellite), tetapi juga merambah pada sektor Informasi (IT Services), media (TV berbayar) dan edutainment (portal, e-commerce, content). Untuk divisi regional Jawa Barat, infrastruktur dan area layanan telekomunikasi PT. Telkom tersebar di 7 (tujuh) area; Bogor, Bekasi, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya dan Bandung. Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala dan hambatan PT. Telkom adalah;
1) Belum adanya roadmap industri telekomunikasi yang lengkap yang dapat dijadikan panduan bagi PT Telkom dalam mengembangkan bisnis dan perusahaannya

2) Belum ada mekanisme reward & recognition kepada operator yang menjalankan bisnis dan perusahaannya dengan baik dan profesional

3) Masih tingginya perilaku vandalisme di kalangan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi

4) Perijinan terhadap galian dan pendirian tower yang sulit, dan 

5) Retribusi sarana telekomunikasi existing
b. Jawa Barat merupakan Divisi Regional V PT Pos Indonesia dengan jumlah kantor pos yang telah online sejumlah 492 kantor pos. Dalam menjalankan tugasnya, PT. Pos Divisi Regional Jawa Barat memiliki tantangan dan kendala sebagai berikut:

1) Luas jangkauan wilayah layanan Jawa Barat adalah 34.816,96 km2 dengan penduduk lebih dari 40 juta jiwa dengan sebaran yang tidak merata, beberapa daerah layanan kecil dan letaknya, terpencil di pedalaman serta terisolasi dan infrastruktur terbatas sehingga layanan menjadi terhambat.
2) Dengan diberlakukannya UU No 38 tahun 2009 tentang Pos, persaingan layanan jasa di bidang pos semakin kompetitif dan persaingan di daerah gemuk sangat ketat. 

3) Kemajuan teknologi yang ada di satu sisi memberikan kemudahan interaksi dan komunikasi masyarakat semakin cepat, tetapi di sisi lain mengurangi peran-peran yang dahulu dilakukan oleh PT. Pos. 

4) Perbandingan kemajuan teknologi PT. Pos dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang layanan sejenis kurang kompetitif sehingga memperlambat pelayanan kepada masyarakat.

5) Tarif dasar layanan jasa PT. Pos masih sangat rendah

VI. SARAN DAN REKOMENDASI TINGKAT LANJUT
Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, Tim menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:
A. PEMDA JAWA BARAT

1. Terkait wilayah Jawa Barat sebagai penyumbang produksi beras terbesar di Indonesia, komisi I DPR RI meminta agar Pemerintah Daerah Jawa Barat mempertahankan status tersebut melalui perlindungan dan terhadap lahan-lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian demi mempertahankan ketahanan pangan nasional.
2. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang banyak memiliki aktivitas yang berkaitan dengan pertahanan. Perlu ada keberpihakan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan menegakkan hankamneg diantaranya adalah:

· Adanya keterlibatan dan peran serta Pemerintah daerah dalam untuk mendukung alutsista produk domestik
· Adanya keberpihakan pemerintah daerah dalam mengamankan aset-aset maupun lahan negara yang diperuntukkan bagi TNI

3. Sebagai wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota, Pemerintah Daerah Jawa Barat harus memperhatikan tata ruang atau planologi kota terkait dengan konsep pembangunan megapolitan bagi kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah Khusus Ibu kota dan terlibat aktif di dalamnya

4. Sebagai wilayah dengan kondisi geologi dan demografi yang kompleks, pemerintah daerah harus melakukan:

· Tata ruang kota terkait pemetaan perkembangan wilayah-wilayah yang ada agar disesuaikan dengan kondisi geologi yang rawan gempa
· Pemerataan penyebaran demografi agar tidak terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu 

· Kembali melakukan kampanye mengenai pentingnya transmigrasi kepada penduduk untuk mengurai kepadatan penduduk

5. Terkait dengan moratorium bagi pemekaran wilayah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, perlu ada pengecualian dalam wilayah Jawa Barat dimana terdapat sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, yang mendesak untuk segera dimekarkan karena beban administrasi pemerintahan dan tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi

B. BIDANG PERTAHANAN

Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Pangdam III/Siliwangi dan Dan Kodiklat TNI AD, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap paparan Pangdam III/Siliwangi dan Dan Kodiklat TNI AD. Paparan tersebut memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai permasalahan dan kebutuhan TNI, khususnya yang berada di wilayah Kodam III/Siliwangi dan Kodiklat TNI AD. Terkait hal tersebut, Komisi I DPR RI berkomitmen untuk:

a. Meminta Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk mengajukan peningkatan anggaran terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan alutsista secara menyeluruh.
b. Dalam menyelesaikan permasalahan perumahan, Komisi I DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja). Berkaitan dengan hal tersebut, segala masukan terkait masalah perumahan serta aset tanah tempat latihan TNI akan menjadi masukan bagi Panja tersebut.
Disamping itu, Komisi I DPR RI juga akan mengajukan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, untuk dapat merencanakan pembangunan Rusunami/Rusunawa bagi prajurit TNI untuk mengatasi masalah perumahan TNI dengan berkoordinasi bersama kementerian-kementerian terkait.
c. Komisi I DPR RI akan membawa masalah keterbatasan anggaran pendidikan TNI kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, untuk dapat mengusulkan kenaikan anggaran bagi perbaikan sarana/prasarana pendidikan TNI dan juga kenaikan honorarium guru militer atau pembina asuh serta uang saku peserta didik.
2. Dalam persoalan konflik lahan dan perumahan, TNI harus bersikap hati-hati terhadap masyarakat karena pemilik sah lahan yang ada adalah negara dan tidak memberikan pernyataan yang menghadapkan TNI dengan para purnawirawan.

3. Terkait dengan markas Yonzipur-3/YW yang lokasinya berbatasan langsung dengan Sungai Citarum, Komisi I DPR RI memberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 30.000.000 serta akan meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk membangun tiga rumah pompa air sebagai penanggulangan banjir dalam jangka pendek.
4. Dalam jangka panjang, terkait dengan kondisi markas Yonzipur-3/YW yang telah berulang-kali dan menjadi langganan bencana banjir, Komisi I DPR RI merekomendasikan agar markas Yonzipur 3/YW dipindahkan ke wilayah yang lokasinya bebas dari bencana banjir.
5. Komisi I DPR RI memiliki komitmen keberpihakan agar pemenuhan kebutuhan alutsista baik untuk TNI maupun Polri dengan menggunakan produksi industri-industri dalam negeri strategis yang bergerak dalam bidang pertahanan. 
6. Ruang lingkup produksi dari badan usaha milik negara industri strategis dalam bidang pertahanan agar tetap berada dalam core business sehingga tidak over lapping antara satu BUMNIS bidang pertahanan yang satu dengan BUMNIS bidang pertahanan yang lain.
7. Terkait dengan komitmen keberpihakan tersebut, Komisi I DPR RI meminta agar perusahaan-perusahaan industri strategis yang bergerak di bidang pertahanan untuk: 
· Meningkatkan kinerja berbasis kompetensi.
· Meningkatkan kualitas produksi sesuai permintaan pengguna dan perkembangan teknologi yang ada.
· Mengurangi ketergantungan terhadap TNI/Polri sebagai pihak pengguna atau user.
· Melakukan pembenahan manajemen perusahaan terutama bidang marketing dan promosi.
· Memperbaiki neraca keuangan perusahaan agar tercipta finansial yang balance.
· Mengubah mindset sebagai perusahaan BUMN untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah khususnya dalam sektor anggaran dan perlindungan pemerintah.
Pembenahan perusahaan dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dengan mempekerjakan konsultan untuk melakukan proyeksi dan marketing sehingga dalam waktu relatif cepat mendapatkan dana PMN sebanyak 1 triliun
C. BIDANG INTELIJEN

1. Memberikan apresiasi terhadap model pelaporan yang disampaikan oleh Poswil BIN Jawa Barat secara komprehensif, lengkap dan detil dalam melakukan berbagai pemetaan ATHG berdasarkan wilayah-wilayah yang ada dalam lingkup kerjanya. Komisi I DPR akan menjadikan model pelaporan Poswil BIN Jawa Barat sebagai model pelaporan bagi Poswil BIN lainnya.

2. Mendukung adanya peningkatan anggaran bagi kelancaran kinerja Poswil BIN dalam melaksanakan pendeteksian sedini mungkin terhadap segala potensi ATHG

D. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
1. Perluasan ruang lingkup bisnis perusahaan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan informasi menegaskan urgensi keberadaan undang-undang konvergensi sebagai piranti lunak yang berfungsi sebagai payung hukum dalam menata ragam penggabungan jenis media dan telekomunikasi agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.

2. PT. Telkom harus siap menghadapi kemajuan teknologi komunikasi yang baru seperti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasiskan IP base agar tidak terdahului oleh perusahaan sejenis milik asing serta mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan teknologi yang ada.
3. Instansi-instansi yang bertugas sebagai pengawas atau memonitor telekomunikasi dan informasi agar bersikap tegas dan berani mengambil tindakan hukum terhadap industri-industri telekomunikasi dan informasi yang dinilai menyalahi atau menyimpang dari aturan yang ada, melakukan penertiban stasiun-stasiun radio maupun pemancar ilegal serta pengaturan frekuensi berdasar aturan yang berlaku.
4. Terkait dengan kinerja PT. Pos, agar dilakukan peningkatan layanan, khususnya yang berada di luar Jawa dan wilayah-wilayah terpencil mengingat hanya layanan pos saja yang dapat masuk ke area terpencil serta tetap fokus pada main business agar PSO yang ada tidak dialihkan untuk menutupi kekurangan atau kerugian non-core business.

5. Sebagai kantor berita resmi negara, LKBN Antara diminta meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan wartawan asing untuk menciptakan citra positif mengenai pemerintah dan masyarakat Indonesia di luar negeri serta meningkatkan kualitas, kecepatan dan akurasi informasi sehingga dapat menjadi rujukan pertama bagi para pencari informasi.
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